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Abstract: This study aims to analyze the role of Pancasila in the formation of national legal norms in Indonesia.
As the state ideology, Pancasila influences every aspect of legal development and implementation through the
fundamental principles embodied in its five precepts. This research employs a qualitative approach using case
studies, document analysis, and interviews to identify how Pancasila's values are integrated into the legal system.
Data were collected from legal documents, judicial decisions, and interviews with legal experts and lawmakers.
The findings reveal that Pancasila serves as a source of values and normative guidance, ensuring legal
consistency, and facilitating evaluation and social control. The study also highlights how Pancasila supports
public participation in the legislative process, contributing to a legal system that aligns with national ideals of
social justice and democracy. These insights aim to deepen the understanding of how Pancasila’s values are
applied withiystem.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila dalam pembentukan norma hukum
nasional di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, mempengaruhi setiap aspek pembentukan dan penerapan
hukum melalui prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam lima sila-nya. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, analisis dokumen, dan wawancara untuk mengidentifikasi
bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam hukum. Data dikumpulkan dari dokumen perundang-
undangan, keputusan pengadilan, serta wawancara dengan ahli hukum dan pembuat undang-undang. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dan pedoman normatif, memastikan
konsistensi hukum, dan memungkinkan evaluasi serta kontrol sosial. Penelitian ini juga mengungkapkan
bagaimana Pancasila memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum, menciptakan sistem
hukum yang adil dan sesuai engan cita-cita negara. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam
tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia dan kontribusinya terhadap keadilan
sosial dan demokrasi.

Kata kunci: Pancasila, norma hukum, sistem hukum nasional, nilai-nilai dasar, partisipasi masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting
dalam pembentukan norma hukum nasional. Sebagai ideologi yang dihasilkan dari konsensus
bangsa, Pancasila mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diharapkan dapat
membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum, Pancasila tidak
hanya berfungsi sebagai sumber inspirasi, tetapi juga sebagai pedoman bagi pembentukan,
pelaksanaan, dan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam proses pembentukan norma hukum, Pancasila memberikan kerangka acuan yang

berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi. Setiap
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peraturan perundang-undangan yang dihasilkan diharapkan mencerminkan nilai-nilai tersebut
agar dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penting
untuk menganalisis bagaimana Pancasila diinternalisasi dalam berbagai regulasi hukum dan
bagaimana hal ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Pancasila juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mampu menyeimbangkan
kepentingan individu dan masyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila menjadi tolok ukur untuk menilai baik buruknya suatu norma hukum. Dengan
demikian, Pancasila tidak hanya berperan sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai norma
moral yang memberi arah pada perkembangan hukum nasional.

Dalam analisis ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai peran Pancasila dalam berbagai
aspek pembentukan norma hukum, termasuk dalam konteks legislasi, penegakan hukum, dan
pengembangan masyarakat hukum. Dengan memahami peran Pancasila secara mendalam,
diharapkan dapat diperolen wawasan yang lebih jelas mengenai relevansinya dalam sistem

hukum nasional Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis peran Pancasila dalam pembentukan norma hukum nasional,
penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis
dokumen. Berikut adalah langkah-langkah rinci dalam metode penelitian ini:

a. Pendekatan Penelitian Kualititatif: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
untuk mendalami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterjemahkan ke dalam norma
hukum dan bagaimana implementasinya dalam praktik hukum. Pendekatan ini
memungkinkan eksplorasi yang mendalam mengenai hubungan antara Pancasila dan
norma hukum.

b. Metode Pengumpulan Data
e Studi Kasus: Memilih beberapa kasus hukum yang relevan di mana implementasi

nilai-nilai Pancasila dapat dianalisis. Kasus-kasus ini bisa mencakup undang-
undang baru, revisi peraturan, atau keputusan pengadilan yang mengandung
pertimbangan nilai-nilai Pancasila. Analisis ini akan membantu memahami
bagaimana Pancasila diterapkan dalam konteks hukum yang spesifik.

e Analisis Dokumen: Mengkaji dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang,
peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan literatur akademis terkait. Fokus
utama adalah pada dokumen yang menunjukkan proses legislasi dan implementasi
hukum yang mengacu pada Pancasila.
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Wawancara: Melakukan wawancara dengan ahli hukum, pembuat undang-undang,
dan akademisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang Pancasila dan hukum.
Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif langsung mengenai

bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam proses pembentukan hukum.

Teknik Analisis Data

Analisis Konten: Menganalisis isi dokumen dan transkrip wawancara untuk
mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang berkaitan dengan penerapan
Pancasila dalam hukum. Teknik ini melibatkan pengkodean data dan penarikan
kesimpulan mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila mempengaruhi norma
hukum.

Analisis Kasus: Menilai kasus-kasus yang dipilih untuk mengeksplorasi
bagaimana prinsip-prinsip Pancasila diterapkan dalam praktek hukum. Analisis ini
akan mencakup evaluasi keputusan hukum dan dampaknya terhadap norma hukum

dan masyarakat.

. Sumber Data

Dokumen Resmi: Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan,
dan dokumen legislasi.

Literatur Akademis: Buku, artikel jurnal, dan makalah yang membahas hubungan
antara Pancasila dan hukum.

Wawancara: Pendapat dari ahli hukum, pembuat undang-undang, dan akademis

Validitas dan Reliabilitas

Triangulasi: Menggunakan berbagai sumber data (dokumen, wawancara, dan studi
kasus) untuk memastikan validitas temuan penelitian. Dengan membandingkan
informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat memastikan keakuratan dan
konsistensi hasil analisis.

Member Checking: Mengonfirmasi temuan dengan informan atau ahli untuk
memastikan interpretasi dan analisis yang dilakukan sesuai dengan pemahaman

mereka.

Langkah-langkah Penelitian

Persiapan: Menentukan fokus penelitian dan menyusun instrumen pengumpulan
data (panduan wawancara, daftar dokumen yang akan dianalisis).
Pengumpulan Data: Melakukan analisis dokumen, wawancara, dan studi kasus

sesuai dengan rencana penelitian.
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¢ Analisis Data: Mengtode data, mengidentifikasi tema, dan menganalisis penerapan
Pancasila dalam norma hukum
e Pelaporan: Menyusun laporan penelitian yang mencakup temuan utama, diskusi,
dan kesimpulan mengenai peran Pancasila dalam pembentukan norma hukum
nasional.
Dengan metode penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang mendalam
tentang bagaimana Pancasila mempengaruhi pembentukan norma hukum di Indonesia dan

bagaimana prinsip-prinsip dasar negara diterjemahkan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai peran Pancasila dalam pembentukan norma hukum nasional
mencakup beberapa dimensi utama yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip dasar
negara dalam proses legislasi dan administrasi hukum.Berikut adalah rincian mengenai
bagaimana Pancasila mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia:

a. Indonesia sebagai negara Pancasila bukanlah negara yang berkaitan dengan negara
agama tetapi negara ini dapat menampung norma agama kedalam pembentukan
peraturan undang-undang sebagai ideologi Pancasila dan UUD-NRI 1945 dan dapat
menampung banyak keberagaman agama, budaya,politik,dan lainnya. walupun negara
Indonesia bukan negara agama tetapi Pancasila adalah sumber ideologi negara
pemersatu dan itu termasuk norma agama,sebagai sumber hukum nasional dan di akui
pada sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD-NRI 1945.

b. Norma ideal adalah aturan yang termasuk dari pengabdian yang berdimensi untuk
kepentingan Hablum min Allah dan Hablum min Annas dan norma ini bukanlah
mengadung kekuasaan melainkan akumulasi dimensi transendental yang ideologistik
dan horizontal yang realistik. di Indonesia norma ideal adalah renungan dari ideologi
negara yaitu Pancasila yakni pandangan hidup yang berasal dari nilai-nilai religius.

c. Pada saat ini kita berada pada era globalisasi yang dimana dapat mengancam sikap
individualitas bangsa.tetapi dapat kita ingat bawa Bangsa negara Indonesia tidak harus
kehilangan jati dirinya selama hidup di dalam pergaulan dunia untuk itu Pancasila dapat
kita jadikan dasar pedoman hidup yang akan membangun dan memajukan bangsa.
Secara keseluruhan, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan landasan dalam setiap

aspek pembentukan norma hukum di Indonesia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Pancasila,
proses pembentukan hukum tidak hanya mematuhi aturan teknis, tetapi juga mencerminkan

nilai-nilai etika dan moral yang mendasari negara. Hal ini penting untuk menciptakan sistem
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hukum yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial, yang mendukung cita-cita negara

Republik Indonesia.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pancasila memegang peranan krusial dalam pembentukan norma hukum nasional
di Indonesia, berfungsi sebagai dasar nilai dan pedoman normatif yang mengarahkan
seluruh proses legislasi dan penerapan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
Pancasila, dengan lima silanya, berperan dalam berbagai aspek hukum:

a. Sumber Nilai Hukum: Pancasila memberikan landasan nilai yang mempengaruhi
pembentukan hukum, memastikan bahwa setiap norma hukum yang dihasilkan
mencerminkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan.

b. Konsistensi dan Harmonisasi: Pancasila berfungsi sebagai kerangka kerja untuk
menjaga konsistensi antara berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia,
mencegah adanya pertentangan antara hukum yang berlaku dan nilai-nilai dasar negara.

c. Evaluasi dan Kontrol Sosial: Dengan menyediakan alat untuk mengevaluasi
penerapan hukum, Pancasila memungkinkan masyarakat dan lembaga negara untuk
menilai keselarasan hukum dengan prinsip-prinsip dasar negara serta melakukan
pembaharuan bila diperlukan.

d. Partisipasi dan Demokrasi: Pancasila mendukung partisipasi masyarakat dalam
proses pembentukan hukum, memastikan bahwa hukum yang dihasilkan
mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mendukung prinsip-prinsip
demokrasi.

Secara keseluruhan, Pancasila bukan hanya sebagai dasar konstitusi, tetapi juga
sebagai pedoman normatif yang memastikan bahwa sistem hukum Indonesia berfungsi
secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara, dan mencerminkan aspirasi seluruh
rakyat. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum berkontribusi pada pembentukan
sistem hukum yang berkeadilan sosial dan demokratis, selaras dengan tujuan negara
Republik Indonesia.

Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai peran Pancasila dalam pembentukan norma
hukum nasional, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai

Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia:
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a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Hukum

Saran : Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan hukum yang fokus pada
nilai-nilai Pancasila untuk semua level pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan
akademisi.

Tujuan : Memastikan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip
Pancasila dan aplikasinya dalam pembuatan serta penerapan hukum.

Implementasi : Mengintegrasikan materi tentang Pancasila dalam kurikulum

pendidikan hukum dan menyelenggarakan seminar serta workshop berkala.

b. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi

Saran : Membangun atau memperkuat lembaga pengawas dan mekanisme evaluasi
untuk menilai konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan
perundang-undangan.

Tujuan : Memastikan bahwa setiap norma hukum yang diterbitkan tidak hanya
mematuhi hukum positif tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Implementasi : Membentuk tim evaluasi khusus yang terdiri dari ahli hukum dan
perwakilan masyarakat untuk melakukan audit hukum secara berkala.

c. Kolaborasi antara Pemangku Kepentingan

Saran : Meningkatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti
pemerintah, lembaga legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses
pembuatan undang-undang.

Tujuan : Mengakomodasi berbagai perspektif dan memastikan bahwa proses
legislasi mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh.

Implementasi : Mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik yang melibatkan

berbagai pihak untuk memberikan masukan dalam perumusan undang-undang.

d. Adaptasi Terhadap Perubahan Sosial dan Politik

Saran : Menyesuaikan penerapan prinsip Pancasila dengan dinamika sosial dan
politik yang berubah tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar.

Tujuan : Memastikan relevansi dan efektivitas hukum dalam konteks perubahan
sosial dan politik.

Implementasi: Menyusun kajian dan analisis reguler untuk menilai dampak
perubahan sosial terhadap penerapan nilai Pancasila dan melakukan penyesuaian

yang diperlukan.
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e. Penguatan Penelitian dan Kajian Akademis
— Saran : Mendukung dan mendorong penelitian serta kajian akademis yang fokus
pada implementasi Pancasila dalam sistem hukum.
— Tujuan : Memperoleh wawasan yang lebih baik tentang efektivitas penerapan
Pancasila dan menemukan solusi untuk tantangan yang ada.
— Implementasi : Memberikan dana dan dukungan untuk penelitian yang relevan dan
mempublikasikan hasil kajian untuk referensi dan pengembangan lebih lanjut.
f. Promosi Kesadaran Publik
— Saran : Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
— Tujuan : Mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka serta
pentingnya hukum yang berlandaskan Pancasila.
— Implementasi : Mengadakan kampanye informasi dan pendidikan publik melalui
media massa dan kegiatan komunitas.
Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan penerapan nilai-nilai Pancasila
dalam sistem hukum dapat diperkuat, sehingga hukum yang diterapkan lebih
mencerminkan prinsip-prinsip dasar negara dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi

masyarakat secara lebih efektif.
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